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PUTUSAN
Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Msb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. XXX tempat dan tanggal lahir Lemahabang, 22 Desember
1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir
SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuurip, 22 Desember 1998, agama
Islam, pekerjaan Xxxxxx Xxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD,
tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13
Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor
131/Pdt.G/2024/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXX X XXXX, XXXXXXXXX XXXX
XXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 79/13/IV/2019 pada
tanggal 27 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya

suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama secara
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bergantian di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx dan di
rumah kediaman orangtua Tergugat di XXXX XXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK XXXX, tempat dan tanggal
lahir Bone-Bone, 28 Oktober 2019, pendidikan Belum Sekolah dan saat ini
anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2021 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan:
5.1.Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan bersenang-
senang bersama dengan perempuan penghibur yang bekerja ditempat
tersebut;
5.2.Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan
tidak bertanggung jawab membayar utangnya sehingga Penggugat
yang membayar Hutang Tergugat tersebut padahal Tergugat berutang
hanya untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5.3.Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah uang belanja
untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Februari tahun 2021 dimana terjadi lagi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang
sam diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat, yang mana dalam
pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx
XXXXXXXK,  XXXXXRRRKK XXX X XXXX,  XXXXXXXXX  XXXX  XXXXX sedangkan
Tergugat bertempat tinggal di XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX X XXXX,
XXXXXXXXX XXXX XXKXKX;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal 3 tahun 1 bulan antara Penggugat

dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri
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sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan
sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Masamba cg. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDER :
Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 13 Maret 2024 dan
tanggal 21 Maret 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara
menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar
jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :
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A. Bukti Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT
(Penggugat), NIK. XXX vyang aslinya dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXX XXXXX, bukti surat
tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/13/IV/2019 Tanggal 27
April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Bone Bone XXXXXXXXX
XXXX XXXXX Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut bermeterai
cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
B. Bukti Saksi
1. Saksi |, SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa,
bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, Kecamatan Bone-

Bone, XXXXXXXXX XXXX XXxXxX. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga

Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah
suami istri;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Jalan Langsat, XXXXX XXXXXXXXX, XXXX
XXXXKKXXK, XXXXXXXXK XXXK X XXXX, XXXXKKKXXK XXX XXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi, sering diwarnai pertengkaran dan
perselisihan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak
Januari 2021;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar di siang hari;
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- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam dan
bersenang-senang bersama dengan perempuan penghibur, Tergugat
sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga tidak
memberi nafkah atau uang belanja untuk Penggugat dan anak
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di
tempat tersebut, dan melihat langsung pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat, namun hanya pertengkaran biasa saja, hanya
cekcok mulut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 tahun
lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat,
dan diketahui bahwa saat ini Tergugat berada di Morowali, hanya saja
tidak diketahui secara alamat pasti Tergugat di Morowali;

- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang
lagi atau kembali tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA;

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin
komunikasi dengan baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan
perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx XXxXXx
XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut
mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah
suami istri;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat

tinggal, terkadang di rumah orang tua Penggugat, kadang pula di
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rumah orang tua Tergugat, namun terakhir Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Langsat,
XXXXK XHXXXXXXXX, XXKK XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX X XXXX, XXXXXXXXX
XXXX XXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi, sering diwarnai pertengkaran dan
perselisihan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak
Januari 2021;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat sering menghabiskan waktu di tempat hiburan malam
bersama dengan perempuan penghibur di tempat tersebut, Tergugat
juga sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga
melalikan tanggungjawabnya dalam memberi nafkah atau uang
belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di
tempat tersebut, dan melihat langsung pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3
tahun;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat,
dan berdasarkan keterangan keluarga Tergugat, bahwa Tergugat saat
ini ada di Morowali;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang atau tinggal di
KABUPATEN LUWU UTARA hingga saat ini;

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin

komunikasi dengan baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan

perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan keberadaan Tergugat yang saat ini tinggal di
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah namun tidak diketahui alamat
pastinya di sana, dan berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Penggugat
membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan
Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita
Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1)
R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa
hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.
dan hal tersebut juga sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz Il

halaman 382 paragraf 2 baris 6 yang berbunyi sebagai berikut:

ainlb ailil Sz ank 5l Lloisl jjmi Lams 09
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Artinya : “Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka
boleh memutus perkaranya dengan pembuktian ”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam
setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-
sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82
Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama
menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi
upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,
maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana
maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang
diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal
80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama
menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal
155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses
selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, dan P.2 serta
2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan
dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen
sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi
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syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh
karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga secara hukum
perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba
sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta
nikah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah
tercatat di KUA Bone Bone XXXXXXXXX XXXX XXXxX Provinsi Sulawesi Selatan,
sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki legal standing dalam
pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah
disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara
terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama
dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana
merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana
maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat
dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya
keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini
telah berpisah tempat tinggal 3 tahun dan sejak awal berpisah tempat tinggal
sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan
dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, serta keberadaan Tergugat yang saat
ini berdomisili di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah namun tidak
diketahui alamat pastinya di sana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling
bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil
surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo.
Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil
keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-
fakta persidangan sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan
yang sah sejak tanggal 27 April 2016 dan belum dikaruniai keturunantelah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

e Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;

e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

e Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun;

e Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak
terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta
telah tidak tinggal serumah lagi;

e Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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e Bahwa saat ini Tergugat berdomisili di Kabupaten Morowali, Provinsi

Sulawesi Tengah namun tidak diketahui alamat pastinya di sana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 14
Maret 2024 dan 21 Maret 2024 diketahui Jurusita Pengadilan Agama Masamba
tidak bertemu dengan Tergugat dan selanjutnya relaas diserahkan kepada
Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Tergugat, dan berdasarkan
pernyataan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi terbukti
bahwa Tergugat saat ini telah tidak lagi tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA,
melainkan telah pindah tempat tinggal di Kabupaten Morowali, Provinsi
Sulawesi Tengah namun tidak diketahui alamat pastinya di sana;

Menimbang, bahwa apabila pihak yang dipanggil dikenal jelas
alamatnya, maka surat panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang
dipanggil di tempat kediaman atau tempat tinggalnya sebagaimana ketentuan
pasal 718 ayat (1) R.Bg.. Apabila tempat kediaman yang dipanggil dalam
gugatan dinyatakan tidak dikenal atau tidak tetap tempat tinggalnya, maka
pemanggilannya diatur secara khusus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam yang intinya: Apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau
Tergugat tidak mempunyai kediaman yang tetap, maka panggilan dilakukan
dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan
Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau
mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dikuatkan
dengan pembenaran dari Penggugat, terbukti Tergugat saat ini tidak tinggal di
alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan
Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas, maka pemanggilan
Tergugat seharusnya dilaksanakan melalui surat kabar atau media masa dan
menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka adanya

ketidaksesuaian alamat Tergugat tersebut menyebabkan gugatan Penggugat
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cacat formil, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam

serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu
tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445
Hijriah oleh kami Muh. Hasyim, Lc sebagai Ketua Majelis, Fariq Al Farugie,
S.H., M.H dan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.l., M.H sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
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Fariq Al Faruqie, S.H., M.H Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.
Panitera Pengganti,

Khumaeni, S.H.l.,, M.H

Perincian biaya :
Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Biaya Proses 'Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan ‘Rp 360.000,00
- PNBP Panggilan ‘Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
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